
  



CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

S1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

S2 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah; 

KU3 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keuangan negara; 

KK1 Mampu menganalisis, mensintesis, and mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum; 

KK8 Mampu memberi saran untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dituangkan dalam Tulisan; 

P1 
Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik, dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang hukum 
keuangan negara. 

P5 Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai secara filosofis dan konsep normatif tentang hukum keuangan negara dan 
daerah serta mampu mengambil keputusan dalam menerapkan kasus hukum keuangan negara dan daerah dalam bernegara dan berbangsa. 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Mata kuliah ini mempelajari konsep normatif tentang hukum keuangan negara dan daerah serta hubungannya dengan pengelolaannya yang berujung 
pada pengembalian kerugian keuangan negara. 

 

  



Pertemuan 

Ke- 

Sasaran Pembelajaran/ 

Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 

Topik Kajian/Materi 

Bentuk/Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Indikator/Kriteria Penilaian 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Mahasiswa mampu memahami 

pengertian,  kedudukan, dan fungsi 

hukum keuangan Negara dan 

daerah. 

 Pengertian hukum  

keuangan negara dan 

daerah;  

 Kedudukan hukum 

keuangan negara dan 

daerah;  

 Fungsi  hukum 

keuangan negara dan 

daerah; 

Kuliah Interaktif 2X50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 

2 Mahasiswa mampu mengetahui 

sumber dan ruanglingkup keuangan 

negara dan daerah 

 Pengertian keuangan 

negara dan daerah;  

 Ruanglingkup 

keuangan negara dan 

daerah  

 Sumber keuangan 

negara dan daerah; 

Kuliah Interaktif 2X50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 

3 Mahasiswa mampu meng-

identifikasi kekayaan negara yang 

dipisahkan. 

 Kekayaan negara yang 

dipisahkan; 

 Dasar hukum terhadap 

kekayaan negara   yang 

di-pisahkan. 

Kuliah Interaktif 2X50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 

4 Mahasiswa mampu mengidentifikasi 

tentang badan penerimaan negara. 
 Dasar hukum 

keberadaan badan 

penerimaan negara;  

 Kedudukan badan 

penerimaan negara;   

 Kewenangan badan 

peneri-maan negara. 

Kuliah Interaktif 2x50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 



5 Mahasiswa mampu memahami 

tentang pengelolaan keuangan 

negara dan daerah.  

 Pengelolaan keuangan 

negara dan daerah; 

 Pengelola keuangan 

negara dan daerah 

serta hak dan 

kewajibannya. 

Kuliah Interaktif 2x50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 

6 Mahasiswa mampu memahami 

tentang pengelolaan keuangan 

negara dan daerah.  

 Pengelolaan keuangan 

negara dan daerah; 

 Pengelola keuangan 

negara dan daerah 

serta hak dan 

kewajibannya. 

Kuliah Interaktif 2x50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 

7 Mahasiswa mampu 

mengindentifikasi pengawasan 

keuangan negara dan daerah, baik 

secara fungsional, internal, dan 

eksternal. 

 Lembaga pengawas 

keuang-an negara dan 

daerah  

 Jenis pengawasan; a. 

Fungsional; b. Internal, 

dan c. Eksternal.  

 Konsekuensi hukum 

dari pengawasan 

keuangan negara dan 

daerah. 

Kuliah Interaktif 2x50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 

8 Evaluasi/Ujian Tengah Semester Ujian tertulis 2x50  Ketepatan dalam menjawab soal 

 Kedisplinan dan sopan santun 

15 

9 Mahasiswa mampu meng-

identifikasi pemeriksaan keuangan 

negara dan daerah 

 Lembaga pemeriksa 

keuang-an negara dan 

daerah;  

 Ruanglingkup 

pemeriksaan keuangan 

negara dan daerah  

 Wewenang pemeriksa 

keuangan negara dan 

daerah  

Kuliah Interaktif 

Diskusi Interaktif 

2x50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 



 Konsekuensi dari 

pemeriksa-an 

keuangan negara dan 

daerah 

10 Mahasiswa mampu memahami 

pertanggungjawaban keuangan 

negara dan daerah  

 Pertanggungjawaban 

keuangan negara dan 

daerah;  

 Jenis 

pertanggungjawaban 

keuangan negara dan 

daerah.  

Kuliah Interaktif 

Diskusi Interaktif 

2x50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 

11 Mahasiswa mampu memahami 

pertanggungjawaban keuangan 

negara dan daerah  

 Pertanggungjawaban 

keuangan negara dan 

daerah;  

 Jenis pertanggung 

jawaban keuangan 

negara dan daerah.  

Kuliah Interaktif 

Diskusi Interaktif 

2x50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 

12 Mahasiswa mampu meng 

identifikasi mengenai kerugian 

keuangan negara dan daerah 

 Pengertian kerugian 

keuang-an negara dan 

daerah  

 Timbulnya kerugian 

keuang-an negara dan 

daerah;  

 Kewenangan 

menetapkan kerugian 

keuangan negara dan 

daerah;  

 Kerugian keuangan 

negara unsur tindak 

pidana korupsi. 

Kuliah Interaktif 

Diskusi Interaktif 

2x50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 



13 Mahasiswa mampu meng 

identifikasi mengenai kerugian 

keuangan negara dan daerah 

 Pengertian kerugian 

keuang-an negara dan 

daerah  

 Timbulnya kerugian 

keuang-an negara dan 

daerah;  

 Kewenangan 

menetapkan kerugian 

keuangan negara dan 

daerah;  

 Kerugian keuangan 

negara unsur tindak 

pidana korupsi. 

Kuliah Interaktif 

Diskusi Interaktif 

2x50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 

14 Mahasiswa mampu meng-

identifikasi tentang pengembalian 

kerugian keuangan negara. 

 Pengertian 

pengembalian kerugian 

keuangan negara dan 

daerah;  

 Pengembalian 

kerugian keuangan 

negara dan daerah di 

luar peradilan.  

 Pengembalian 

kerugian keuangan 

negara dan daerah 

melalui proses 

peradilan  

Kuliah Interaktif 

Diskusi Interaktif 

2x50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 

15 Mahasiswa mampu meng-

identifikasi tentang pengembalian 

kerugian keuangan negara. 

 Pengertian 

pengembalian kerugian 

keuangan negara dan 

daerah;  

 Pengembalian 

kerugian keuangan 

negara dan daerah di 

luar peradilan.  

Kuliah Interaktif 

Diskusi Interaktif 

2x50  Ketepatan menganalisis materi 

 Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 Kedisplinan dan sopan santun 

5 



 Pengembalian 

kerugian keuangan 

negara dan daerah 

melalui proses 

peradilan  

16 Evaluasi/Ujian Akhir Semester Ujian tertulis 2x50  Ketepatan dalam menjawab soal 

 Kedisplinan dan sopan santun 

15 
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